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Thismemchismrﬁcmmiydnﬁngfornmsuﬁngmeeﬁwﬁvmofmmagmmnofmgiond incoming
revenue of Bau-Bau region and analyzing factors that is accordingly influencing. Regional govemment's
capability in undertaking responsibility on managing regional incoming revenue will be considered as
effective if achievement ratio above than 90%. Regional incoming funds which are made through the
regional income and/or general allocated funds are considerably as finance resources in the
implementation of the decentralization.

Descriptive methods using qualitative approach were set up whiles analyzing the result of this research so
it can show the outcomes that can be definitely measured on the social indicators of the
effectiveness of management of regional income within Bau-Bau region.

This research was specifically delivered to all related civil servants in conjunction with the Regional
Finance and Asset Management, Regional Planning and investment of Bau-Bau ‘region; those involved
within the regional finance management. Informan this research is their involved in the process of
Regional Finance management directly, and some executive key persons.

It is concluded that the enough effectiveness of management of regionai Incoming revenue within Bau-
Bau Government is considered as enough effective during the ongoing observation period/year. This will
be contributing significantly towards the realization of income from the targeted areas that had already
set up. Regional government policy on pushing up the régional income is influenced of the human
apparatus within the related regional finance management and infrastructure. Control and supervision in
terms of the submitting of Government Finance report fiet to'be on updated principle and accordingly
follow the government accounting standards that had been received in general and so providing optimal
community service.

It concluded of this research is that the effectiveness rate of regional income within Bau-Bau region
during the observation period is (£nough' effective. In terms of developing finance self
sufficiency in regional autonomy whichis mostly emphasized on the acceptance of Regional Income
could be implemented through tax Basé optimizing and expansion policy which is in sort of creating and
exploring other new possible, income resources for regional income add on in achieving the
effectiveness and efficiency which is driven with a solid commitment both among Executive and
Legislative, and so protected by law and legal power and also supported by integrated supervision and
control.
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ABSTRAK
Efektivitas Pengelolaan Penerimaan Keuangan Daerah di Kota Bau-Bau

Hamisu
Universitas Terbuka
hamisu.maput@yahoo.co.id

Kata Kunci : Efektifitas Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat efektifitas pengelolaan penerimaan
Keuangan Daerah Kota Bau-Bau dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas terhadap pengelolaan penerimaan daerah
dikategorikan efektif apabila rasio pencapaian lebih dari 90 %. Penerimaan daerah yang bersumber
dari pendapatan asli Daerah yang menjadi sumber pembiayaan dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.

Penganalisaan masalah penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan
deskriptif untuk menjelaskan sesuatu yang dapat diukur secara tepat terhadap” gejala gejala sosial
efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bau-Bau.

Subyek penelitian ini adalah seluruh Pegawai Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Medal Daerah Kota Bau-Bau yang
terlibat dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Informan mérupakan orang orang yang terlibat
langsung terhadap proses kebijakan pengelolaan Keuangandaerah-dan beberapa pejabat eksekutif.

Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan efektifitas Pengeloloaan Penerimaan Daerah
Kota Bau-Bau masih dikategorikan cukup efektif s€lama tahun pengamatan. Hal ini memberikan
dampak signifikan terhadap realisasi penerimaan. daritarget yang telah ditetapkan. Kebijaksanaan
Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuarmgap” dipengaruhi oleh faktor kualitas sumber daya
aparatur di bidang pengelolaan keuangan, sarana’dan prasarana. Pengawasan dan pengendalian
berupa penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan yang memenuhi prinsip prinsip tepat
waktu dan disusun dengan mengikuti standai akutansi Pemerintah yang telah diterima secara umum
serta pemberian pelayanan maksimal képada masyarakat.

Kesimpulan penelitian ini\bahwa tingkat efektifitas penerimaan pada Kota Bau-Bau
khususnya PAD selama priode~pengamatan di kategorikan cukup efektif. Untuk membangun
kemandirian fiskal dalam.rangka Otonomi Daerah, peningkatan kemampuan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dapat dilakukan melalui upaya optimalisasi dan perluasan Tax Base pajak / retribusi
melalui pencarian dan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam rangka rangka efektifitas
dan efisiensi yang diwadahi oleh suatu komitmen yang solit baik dari Eksekutif maupun Legislatif,
dilindungi oleh kekuatan hukum serta ditunjang oleh pengawasan dan pengendalian yang terpadu.
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BAB I 14/41140.pdf

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori
1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian Astuti dan Joko (2005) dalam Hidayat,
Pratomo.W.A., dan Harjito D.A. (2007) menunjukkan bahwa :

”Suatu fakta yang sangat memprihatinkan yaitu hampir disemua
daerah di Indonesia bahwa rasio DAU terhadap total pendapatan
daerah melebihi 50 %. Sementara itu dilihat dari rasio PAD terhadap
total pendapatan daerah pada daerah yang PADnya besar tidak
berubah dari daerah yang berada di Pulau Jawa yang wnotabene
memiliki populasi penduduk paling besar. Sedangkan untuk daerah di
luar Pulau Jawa masih menunjukkan tanda-tanda yang kurang
menggembirakan, hanya Provinsi Sumatra Utaia dan Provinsi
Lampung yang menunjukkan tanda-tanda kebaggkitan™.

Selanjutnya hasil penelitian Sumiyarti dan ‘Akhmad (2005) dalam Hidayat,
Pratomo.W.A., dan Harjito D.A. (2007) menusijukkan bahwa :

”Variabel PAD berpengarth ‘positif tetapi tidak signifikan

pengaruhnya terhadap pembentukan PDRB Kota Depok. Relatif

kecilnya nilai koefisien-regresi PAD dikarenakan masih kecilnya

kontribusi PAD dalamipenerimaan PAD terhadap APBD menjadi tidak

berarti (insignifikan). " Sedangkan variabel Dana Perimbangan

memberingan ._pengaruh terhadap PDRB Kota Depok secara

signifikan”.

Kedua hasil penelitian tersebut menunjukkan masih besarnya ketergantungan

Pemerintah daerah terhadap subsidi atau bantuan dari Pemerintah Pusat. Sehingga
penerimaan daerah dari Pemerintah Pusat masih sangat besar dibandingkan

peneriman dari sektor pajak dan retibusi daerah.
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2. Efektivitas Pengelolaan Penerimaan Keuangan 14/41140.pdf

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan
pembangunan daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang memadai. semakin
besar keuangan daerah, maka semakin besar pula kemampauan keuangan daerah
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah.
Menurut Tjokroamidjojo (1993) bahwa pemerintah daerah akan dapat menjalankan
fungsinya dalam rangka otonomi atau desentralisasi secara baik, bila diterima
sumber-sumber keuangan yang cukup untuk melaksanakan fungsi tersebut.

a. Aspek Etimologi/pemahaman Efektivitas, Pengelolaan dan Efektivitas

Pengelolaan Penerimaan

Konsep efektivitas merupakan suatu konsep yarig sangat luas mencakup
berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi’“’Hal ini menyebabkan
terdapat berbagai pandangan para ahli tentang konsep tersebut. Sebagaimana
konsep pemberdayaan, maka konsep ifiipun sering diartikan bermacam-macam
tergantung sudut pandang yang dipergunakan untuk menilainya.

Ravianto (1985) berpenddpat bahwa :

“Inti dari efektivitds ‘ddalah sebuah pekerjaan yang sesuai dengan
tujuan yang telah ditetapkan, lebih lanjut dijelaskan bahwa efektivitas
adalah seberdpa.\ baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana
seseorang_menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini
berarti bahwa apabila sesuatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai
denganperencanaan, baik dalam hal waktu, biaya maupun mutunya,
maka dapat dikatakan efektif”.

Sementara itu menurut Umar (2000) efektivitas merupakan “ukuran
yang memberikan gambaran seberapa terget yang akan dicapai”.Apabila
efesiensi dikaitkan dengan efektivitas, walaupun terjadi peningkatan efektivitas,

efesiensi belum tentu meningkat. Gibson, John M. I dan James (1986)
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menyatakan, bahwa efektvitas adalah pencapaian sasaran yang telah &iﬁéﬂﬂﬁw-pdf
atas usaha bersama. Tingkat pencapaian sasaran ini menunjukkan tingkat
efektivitas. Gagasan bahwa organisasi maupun kelompok dan individu itu harus
dievaluasi dari segi pencapaian tujuan, telah diterima umum secara luas. The
Liang Gie (1996) menyatakan efektivitas adalah suatu keadaan yang
mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang
dikehendaki, kalau seorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu yang
memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan
akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya. Secara
sederhana efektivitas kerja (Siagian, 1994) berarti menyelesaikan pekerjaan tepat
waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai
baik atau tidak sangat tergantung pada bilamana tugas iti diselesaikan, dan tidak
terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara nielaksanakannya dan beberapa
biaya yang dikeluarkan untuk itu.

Pengelolaan berasal dari‘kata dasar kelola yang berarti mengurus, atau
mengatur segala sesuatunya” (Anwar, 2003). Sehingga pengelolaan dapat
diartikan sebagai suatu kegiatan mengurus dan mengatur mulai dari perencanaan
sampai pada pelaksanaannya.

Berdasarkan defenisi tersebut maka secara etimologi menurut penulis,
efektivitas pengelolaan penerimaan merupakan keseluruhan kegiatan yang
dilaksanakan untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber kemampuan
keuangan daerah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Pengelolaan Penerimaan Keuangan
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1). Penerimaan Daerah 14/41140.pdf
Dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan
bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali
sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antar
pemerintah pusat dan daerah serta antar provinsi dan kabupaten atau kota
yang merupakan prasyarat sistem pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu pendapatan yang digali
murni dari masing-masing daerah sebagai sumber keuangan daerah yang
digunakan untuk membiayai pengadaan pembelian dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pembangunan daerah yang tercermin dalam anggaran pembangunan.

Berdasarkan UU Nomor. 33 Tahun 2004 pasal 5,) penerimaan daerah
dalam pelaksanaan desentralisasi terbagi atds) péndapatan daerah dan
pembiayaan, dimana sumber pendapatan‘ daerah dalam pelaksanaan
desentralisasi adalah Pendapatan Asli_Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain
Pendapatan Daerah yang sah. Sedangkan sumber pembiayaan daerah terdiri dari
: Sisa lebih perhitungan Ahggaran Daerah, Penerimaan Pinjaman Daerah dan
Dana Cadangan Daerah.dan Hasil penjualan kekayaan Daerah yang di pisahkan.
a. Pendapatan Daerak
1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber yang harus
selalu dan terus menerus di pacu pertumbuhannya karena PAD merupakan
indikator penting untuk memenuhi tingkat kemandirian pemerintah di bidang

keuangan. Semakin tinggi peranan PAD terhadap APBD maka semakin
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berhasil usaha pemerintah daerah dalam membiayai penyelehgghtadld.-pdf
pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pengertian PAD menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber PAD
terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
dan lain-lain pendapatan yang sah. Berikut penjelasan dari ke 4 sumber PAD
yaitu :

a) Pajak Daerah
Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi” dacrah-daerah
restribusi daerah. Para ahli perpajakan memberikan pengertian atau
defenisi berbeda-beda mengenai  pajak,/namun’demikian mempunyai
arti/tujuan yang sama. Di antaranya (daldm /Munawir, 1992) :

”Soemitro memberikan perigertian” pajak ialah iuran rakyat
kepada kas negara (peralilian kekayaan dari sektor partikelir ke
sektor pemerintah) <berdasarkan undang-undang (dapat
dipaksakan) dengar tiada mendapat jasa timbal (fegen
prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan
untuk membiayai pengeluaran umum.

Kemudian “Soemaamidjaja, bahwa pengertian pajak adalah
juran .wajib berupa uang atau barang yang di pungut oleh
penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup
biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam
mencapai kesejahteraan umum”.

Sedangkan menurut Djajadiningrat pajak sebagai suatu
kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada
negara di sebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan
yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai
hukuman, menurut peraturan-peraturan yang di tetapkan
pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa balik
dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan
umum.
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14/41140.pdf
Salah satu kelemahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan

PAD adalah pengukuran penilaian atas pungutan daerah. Untuk
mendukung upaya peningkatan PAD perlu diadakan
pengukuran/penilaian sumber-sumber PAD agar dapat di pungut secara
berkesinambungan. Ada beberapa indikator yang biasa di gunakan untuk
menilai pajak yaitu (Devas, 1989) :

1). Hasil (Yield)

Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai
layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya.memperkirakan
besarnya hasil itu, dan elastisitas hasil pajak\ terhadap inflasi,
pertumbuhan penduduk dan sebagainya, jugal perbandingan hasil pajak
dengan biaya pungut.

2). Keadilan (Equity)

Dasar pajak dan kewajibari menibayar harus jelas dan tidak sewenang-
wenang, pajak harus adil‘\secara horizontal, artinya beban pajak haruslah
sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan
ekonomi yang\sama, adil secara vertikal artinya beban pajak harus lebih
banyak:di-tanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya yang
lebih“besar, dan pajak harus lah adil dari suatu dacrah ke dacrah lain
kecuali memang suatu dacrah mampu memberikan fasilitas pelayanan
sosial yang lebih tinggi.

3). Daya guna ekonomi (Economic Efficiency)
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Pajak hendaknya mendorong atau setidak-tidaknya tidak mellm paf
penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam kehidupan
ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan
produsen salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan
memperkecil “beban lebih” pajak.

4). Kemampuan melaksanakan (A4bility to Implement)
Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik

dan kemauan administratif.

5). Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (Suitability as a Local
Revenue Source)
Kecocokan sumber penerimaan daerah, haruslah jelas kepada daerah

mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat pemungutan pajak
sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak. Pajak tidak
mudah di hindari, dengan cara niemindahkan objek pajak dari suatu
daerah ke daerah lain, pajak dacrah hendaknya tidak mempertajam
perbedaan-perbedaan antar‘dacrah dari segi potensi ekonomi masing-
masing, dan pajak-hiendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar
dari kemampuan tata usaha pajak daerah. Pajak yang dapat ditarik oleh
pemerintah dacrah menurut aturan perundangan adalah :

paijak hotel

pajak restoran

pajak hiburan

pajak reklame

pajak penerangan jalan

pajak pengambilan bahan galian golongan ¢
pajak parkiran

NS, R
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b)  Retribusi Daerah. 14/41140.pdf

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah
retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah/pungutan daerah sebagai
pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha
atau milik daerah untuk kepentingan umum, karena jasa yang di berikan
oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung (Kian Wie, 1981).
Sementaraa itu menurut Suparmoko (2002) retribusi daerah adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah
untuk kepentingan pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi daerah adalah sebagai berikut):

1. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas.jasa yang di sediakan atau di
berikan oleh Pemerintah Daerah™\ untok tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
Jenis-jenis retribusi Jasa Umum térdiri dari: (UU Nomor 34 tahun 2000)
1.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan.

1.2 Retribusi Pelayanan Persampahan/K ebersihan.

1.3 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte
Catatan Sipil.

1.4 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

1.5 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

1.6 Retribusi Pelayanan Pasar.

1.7 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
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1.8 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. 14/41140.paf
1.9 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
1.10 Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

2. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang di sediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat pula di sediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis Retribusi
Jasa Usaha adalah sebagai berikut :

2.1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

2.2 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

2.3 Retribusi Tempat Pelanggan.

2.4 Retribusi Terminal.

2.5 Retribusi Tempat Khusus Parkir.

2.6 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
2.7 Retribusi Penyedotan Kakus.

2.8 Retribusi Rumah Potong Hewar

2.9 Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.

2.10 Retribusi TempatRekreasi dan Olahraga.
2.11 Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

2.12 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Relribusi” Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi
atau badan yang di maksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas
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tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kaéét%ﬂiﬂQ'pdf
lingkungan. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :
3.1.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
3.2.Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
3.3.Retribusi Izin Gangguan.
3.4.Retribusi I1zin Trayek.
c) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan.

Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah, yaitu bagian keuntungan
atau laba bersih dari perusahaan daerah atau badan lain yang merupakan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sedangkan perusahadn daerah ialah
perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan
daerah yang di pisahkan, laba penyertaan modal pada perusahaan pemerintah
pusat (BUMN) dan dana perimbangan yéang diterima pemerintah daerah dari
pemerintah pusat.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daérah yang sah.

Penerimaan selain“yang disebutkan diatas tetapi sah. Penerimaan ini
mencakup penerifnaan’sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah
milik daerah,'sewa alat alat berat, jasa giro, hasil penjualan barang-barang
bekas.milik' daerah, hibah, dana darurat, pinjaman daerah dan penerimaan

lain-lain yang sah menurut Undang-undang yang antara lain dapat

dijelaskan berikut ini :
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a) Penerimaan Pembiayaan 14/41140.pdf

Pembiayaan (financing) menurut PSAP (Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintah) Nomor 2, adalah “seluruh transaksi keuangan
pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau
akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama
dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus
anggaran.”

Penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari pinjaman dan hasil
divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk
pembiayaan kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas
lain, serta penyertaan modal oleh pemerintah daerah. Penerimaan pembiayaan
menurut ketentuan dalam PP No. 58 Tahun 2005, terdifi atas:

1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahus aniggaran sebelumnya
SILPA mencakup pelampatan’) penerimaan PAD, pelampauan
penerimaan dana perimibangan, pelampauan penerimaan lain-lain
pendapatan daerah ‘yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan,
penghematan ®elanja, kewajiban pihak III yang sampai dengan akhir
tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

1.2 Pencairan-dana cadangan
Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan
dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum
daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
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Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, digunakan abfiafdl fedf- pdf
untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD
dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan
pihak III, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

1.4 Penerimaan pinjaman daerah
Pinjaman dapat berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Pinjaman
dalam negeri dapat diperoleh dari pemerintah pusat, lembaga keuangan
bank, lembaga keuangan bukan bank, masyarakat dan sumber lainnya.
Sedangkan pinjaman dari luar negeri dapat berupa pinjaman bilateral atau
pinjaman multilateral.

1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman
Penerimaan kembali pemberian pifjaman digunakan untuk
menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan
kepada pemerintah pusat dan/atau.pemerintah daerah lainnya.

1.6 Penerimaan piutang daerah.
Penerimaan piutang ‘digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang
bersumber dafi pelunasan piutang pihak ketiga, seperti penerimaan
piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah
lain, “lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan
penerimaan piutang lainnya.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah
dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi
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intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara Faf{%hpaP-Pdf

dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut (Sidik, 2002) :

1). Memperluas basis penerimaan
Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat
dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap
potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak
baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek,
memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap
jenis pungutan.

2). Memperkuat proses pemungutan
Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses jpemungutan, yaitu
antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya
tarif retribusi dan peningkatan SDM.

3). Meningkatkan pengawasan
Hal ini dapat ditingkatkan ' yaita antara lain dengan melakukan
pemeriksaan secara‘'~dadakan dan berkala, memperbaiki proses
pengawasan, rienerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi
terhadap . pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan
pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4). Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki
prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan admnistrasi pajak,

meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
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5). Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang 166 baikC-Pdf
Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi
terkait di daerah.

Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu
melalui kebijaksanaan Pemerintah untuk memberikan kewenangan
perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu,
perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui
sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak Pemerintah Pusat yang

lebih tepat dipungut oleh daerah.

3. Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen pernting) dalam perencanaan
pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi.dan proyeksi keuangan dacrah
perlu dilakukan untuk memperoleh kesadaran mengenai kemampuan daerah
dalam mendanai rencana pembangunan ~dan kesadaran untuk secara efektif
memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan
melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan efektif
dalam pengelolaan kenangan’daerah.

Mangkoesoebroto (1999), mengemukakan bahwa teori penerimaan dan
pengeluaran pemerintah dijadikan dasar sebagai teori keuangan daerah, yang
menyebutkan bahwa penerimaan pemerintah yang berasal dari berbagai sumber
penerimaan, yaitu penerimaan pemerintah yang bersumber dari pajak dan
penerimaan bukan pajak, misalnya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari

pinjaman pemerintah baik pinjaman Dalam Negeri maupun Luar Negeri, penerimaan
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dari Badan Usaha Milik Pemerintah, penerimaan dari lelang dan seBapdinyaC-Pdf
Selanjutnya keuangan daerah harus dilaksanakan dengan pembukuan yang terang,

rapi dan pengurusan keuangan daerah harus dilaksanakan secara schat termasuk
sistem administrasinya. Dengan demikian diharapkan daerah menyusun dan
menetapkan APBD nya sendiri (Azhari, 1995).

Kondisi keuangan suatu daerah merupakan salah satu faktor yang sangat
menentukan kemampuan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah
dan pembangunan. Keuangan daerah mempunyai arti yang penting dalam rangka
pelaksanaan pemerintah kemasyarakatan di daerah, oleh karena itu keuangan daerah
diupayakan dapat berjalan berdaya guna dan berhasil guna. Keuangai daerah adalah
kemampuan daerah untuk mengelola, mulai dari merencanakan, melaksanakan,
mengawasi dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan dengan kewenangan dalam
rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi.dan tugas perbantuan di daerah
yang diwujudkan dalam bentuk APBN. Masalah dasar keuangan daerah terkait erat
dengan ekonomi daerah, terutama ményangkut tentang pengelolaan keuangan suatu
dacrah, tentang bagaimana sumber penerimaan digali dan didistribusikan oleh
pemerintah daerah (Devas( 1995).

Di harapkan dimasa yang akan datang ketergantungan daerah terhadap
transfer dana.pusat hendaknya diminimalisasi guna menumbuhkan kemandirian
pemerintah daerah dalam pelayanan publik dan pembangunan. Peningkatan peran
atau porsi PAD terhadap APBD tanpa membebani masyarakat dan investor

merupakan salah satu indikasi keberhasilan Pemda dalam melaksanakan otonomi
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daerah, yang lebih penting adalah bagaimana Pemda mengelola keuangé:f”dﬂe}éﬁ)-pdf
secara efisien dan efektif (Saragth, 2003).

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi
makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap
perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan
yang lebih memberikan efek multiflier yang lebih besar bagi meningkatnya
kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Untuk itu menurut Sidik dalam Prasojo (2002) pelaksanaan desentralisasi
fiskal akan berjalan dengan baik kalau didukung faktor-faktor berikut :

1. Pemerintah pusat yang mampu melakukan pengawasan dan enforoément

2. SDM yang kuat pada pemerintah daerah guna menggantikan peran pemerintah
pusat.

3. Keseimbangan dan kejelasan dalam pembagidn tanggung jawab dan kewenangan
dalam melakukan pungutan pajak dan Retribusi Daerah.

Menurut Jaya (1999) keuangan daerah adalah seluruh tatanan, perangkat
kelembagaan dan kebijaksanaari_anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan
belanja daerah. Menurut Mamésah'( 1995 ) keuangan daerah adalah semua hak dan
kewajiban yang dapat-dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa
uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum
dimiliki/dikuasai-oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak lain sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dari sekian sumber keuangan daerah yang ada, PAD merupakan faktor yang
sangat mempengaruhi terutama hasil pajak daerah dan retribusi daerah karena

sumber pendapatan ini benar-benar dihasilkan oleh daerah berdasarkan potensi yang
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ada, dan dapat dengan leluasa dimanfaatkan oleh daerah yang secara langsﬂffé‘hﬂtﬂp-pdf

dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah yang merupakan perubahan dan perbaikan atas Undang-undang Nomor 34

Tahun 2000.

Sehubungan dengan hal tersebut maka usaha untuk meningkatkan penerimaan
antara lain dapat ditempuh melalui :

a. Upaya meningkatkan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
terhadap jenis-jenis pajak tertentu, antara lain dengan memberi kemudahan
lapangan usaha baru.

b. Peranan appraisal/valuation terhadap aset-aset daerah.

c. Fungsi budgeter dari penerimaan pajak daerah, artinya,meningkatkan efisiensi
dengan cara mengalokasikan penerimaan pajak urituk riembiayai kegiatan yang
produktif.

Hal diatas dilakukan mengingat upaya-unfik kemandirian daerah, tampaknya

PAD masih belum dapat diandalksn sebagai sumber pembiayaanl desentralisasi

(Mahi, 2000) karena beberapa alasan :

a. Relatif rendahnya basi$ pajak dan retribusi daerah.

b. Perannya yang tergolong kecil dalam Total Pendapatan Daerah (TPD).

¢. Kemampuan administrasi pemungutan didaerah yang masih rendah.

d. Kemampuan perencanaan dan pengawasan yang masih rendah.

Dari uraian-uraian diatas tadi, maka keuangan daerah intinya menjelaskan
bagaimana mengelola keuangan daerah seoptimal mungkin dengan kewenangan

yang diwadahi oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang
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Nomor 33 Tahun 2004 dalam rangka penyelenggaraan pemerintaha&‘lm pdf
Mengelola disini memiliki dua arti, yaitu arti teknis dan arti kebijakan. Proses
menggali potensi keuangan sampai pada proses menggunakannya atau
membelanjakannya lebih berorientasi pada hal-hal teknis. Sedangkan permasalahan
bagaimana menggali potensi keuangan dan bagaimana menggunakannya secara
optimal adalah merupakan hal yang berorientasi atau berhubungan dengan suatu
kebijakan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

PAD merupakan sumber keuangan daerah yang sangat mempengaruhi karena
sebagai pendapatan yang dihasilkan sendiri dan dimanfaatkan secara leluasa oleh
daerah, sehingga PAD perlu mendapat perhatian khusus oleh pemdaSetempat dalam
rangka mengurangi ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat, sebab harus
diakui bahwa meskipun otonomi daerah telah berlangsung’selama sembilan tahun,
namun ketergantungan daerah terhadap pusat tefap tinggi yang tercermin dari lebih
besarnya jumlah subsidi (DAU) terhadap/ PAD dalam APBD, yang berarti PAD

masih sangat kecil kontribusinya bagi‘pembiayaan pembangunan daerah.

4. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal {fiscal decentralization) merupakan salah satu komponen
yang perlu mendapat®perhatian khusus terutama oleh Pemerintah Daerah, karena
dalam pelaksanaznnya nanti harus didukung oleh sumber-sumber keuangan yang
memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak
dan Bukan Pajak maupun subsidi atau bantuan dari Pemerintah Pusat yang berwujud

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
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Menurut Manor dalam Muluk (2003), perlu diperhatikan bahb *hd#O-Pdf
hubungan yang sangat kuat antara desentralisasi fiskal dengan devolusi.
Desentralisasi fiskal tanpa desentralisasi politik atau devolusi maka akan sulit
mewujudkan adanya desentralisasi sejati yang benar-benar mampu mencerminkan
kepentingan dan aspirasi daerah, karena desentralisasi fiskal membutuhkan adanya
akuntabilitas terhadap masyarakat dan lembaga didaerah. Sebaliknya devolusi juga
membutuhkan adanya desentralisasi fiskal untuk menopang kemandirian Pemerintah
Daerah dalam mengatur dan mengurus fungsi yang diembannya. Dengan demikian

" maka desentralisasi fiskal berkaitan dengan dua hal pokok, yakni; kemandirian
daerah dalam memutuskan pengeluaran guna menyelenggarakan layaan publik dan
memenuhi kebutuhan publik, serta kemandirian daerah, dalam memperoleh

pendapatan untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses
distribusi anggaran dari tingkat pemerintahari 'yang lebih tinggi kepada pemerintahan
yang lebih rendah, untuk mendukung fuingsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan
publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang
dilimpahkan. (Saragih, 2003).

Pelaksanaan-désentralisasi fiskal harus didukung dengan dana perimbangan,
dengan kata lain.dana perimbangan merupakan faktor penting dalam pelaksanaan
desentralisasi fiskal. Dalam dana perimbangan terdapat tiga komponen penting yang
mempunyai keterkaitan satu sama lainnya dalam proses implementasi otonomi
daerah yaitu dana bagi hasil yang berfungsi sebagai penyeimbang fiskal antara pusat

dan daerah dari pajak yang dibagi hasilkan. Sedangkan fungsi dana alokasi umum
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(DAU) sebagai pemerataan fiskal antar daerah di Indonesia. Fungsi danal4iskabfHO0-Pdf

khusus (DAK) adalah sebagai kebijakan yang bersifat darurat (Saragih, 2003).

Esensi dari kebijakan desentralisasi fiskal adalah dicapainya suatu
keseimbangan (perimbangan) keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam
bentuk dana perimbangan. Dalam pelaksanaan otonomi atau desentralisasi,
pemerintah daerah tentu tidak dapat hanya bergantung kepada transfer dana dari
pusat melalui dana perimbangan. Di era otonomi, daerah mempunyai
kesempatan atau keleluasaan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah
sendiri. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah

(Saragih, 2003).

5. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintahan di daerah dapat terselenggdras kKarena adanya dukungan
berbagai faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi
pemerintahan dalam rangka pencapaian, tujian.” Faktor keuangan merupakan faktor
utama yang merupakan sumber daya\ finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan
roda pemerintahan daerah.

Kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran
pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha
bersama atas azas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat
yang merata.

Ciri utama yang menunjukkan daerah otonom mampu berotonomi terletak

pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, daerah otonom harus memiliki
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kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangart4éhtA0-Pdf

mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. (Koswara, 2000).

Terhadap hal ini, Radianto (1997) mengajukan lima (5) hal pokok
kebijaksanaan di bidang keuangan daerah, yaitu :

a. Kebijaksanaan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya

yang bersumber dari pajak dan retribusi dacrah, sehingga Pemerintah Daerah
makin mampu mengelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah.
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (pajak dan retribusi) merupakan usaha
penggalian sumber-sumber pendapatan yang mampu memberikan pemasukan
bagi pemerintah dengan cara perluasan fax-Dase “pajak/retribusi melalui
intensifikasi (pencapai pemenuhan keselufuhan’ target obyek dan subyek
pajak/retribusi) dan ekstensifikasi (usalia-membuka peluang tercipatanya objek
pajak/retribusi baru namun mengaéu pada ketentuan perundangan yang berlaku).

b. Kebijaksanaan di bidang pengeluaran Pemerintah Daerah yang pada dasarnya
diarahkan untuk meneiptakan peningkatan perekonomian masyarakat.
Pengeluaran pemerintah daerah dalam hal ini merupakan pengeluaran untuk
membiayai\ segala penyelenggaraan kegiatan daerah baik pengeluaran rutin
maupun pengeluaran pembangunan.

c. Peningkatan kemampuan organisasi Pemerintah Daerah termasuk peningkatan

kemampuan manajemen dan penyempurnaan struktur organisasi.
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Kemampuan organisasi pemerintah daerah diartikan sebagai kenilaﬂfiﬂﬁl 0.pdf
organisasi terutama organisasi yang berhubungan langsung dengan masalah
keuangan daerah baik organisasi teknis (DISPENDA) maupun organisasi
administrasi (Biro Keuangan) dalam hal pengelolaan keuangan yang didukung
oleh struktur organisasi (mengenai pembagian tugas pokok dan fungsi) yang

baik serta sistim dan prosedur yang jelas.

d. Peningkatan sistim informasi keuangan daerah dan pengendalian pembangunan
daerah. Sistim informasi keuangan daerah merupakan suatu sistim informasi
keuangan yang terbuka terutama bagi masyarakat dalam menilai kinerja
pengelolaan keuangan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk berupa
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang ditpangkan dalam Laporan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja’ Daerah (APBD), Nota
perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah, serta Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP).

e. Kebijaksanaan untuk mendorong “keikutsertaan swasta dalam pelayanaan
masyarakat didaerah (kemitraan), baik sebagai penanam modal maupun sebagai
pengelola jasa pelayananmasyarakat.

Kemitraan atau keikutsertaan swasta dalam pelayanan masyarakat didaerah

merupakan “suatu” usaha kerja sama antara pemerintah dan swasta yang
didalamnya terdapat pembagian peranan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka salah satu unsur yang paling
penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah

bagaimana cara pengelolaan keuangan daerah secara berdayaguna dan berhasilguna.
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Hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan aspirasi pembangunan dan%%%o'pdf
masyarakat yang semakin berkembang akhir-akhir ini.

Dilihat dari aspek masyarakat (public) dengan adanya peningkatan pelayanan
dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik maka dapat meningkatnya tuntutan
masyarakat akan pemerintah yang baik, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi
pemerintah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif terutama dalam
menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakat. Dilihat dari sisi pengelolaan
keuangan daerah khususnya Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) maka kontribusi
terhadap APBD meningkat tiap tahun anggaran hal ini didukung pula dengan tingkat
efektivitas dari penerimaan daerah secara keseluruhan sehingga adanyd kemauan dari
masyarakat untuk membayar kewajibannya kepada Pemerintah) Daerah Kota Bau-
Bau dalam bentuk pajak dan retribusi.

Pengelolaan keuangan dacrah berarti mengufus dan mengatur keuangan
daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip (pengelolaan keuangan daerah menurut

~ (Devas, dkk., 1987) adalah sebagai befikut:
a. Tanggung jawab (accountability)
Pemerintah daerah lharus' mempertanggungjawabkan keuangannya kepada
lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang itu
termasuk pemerintah pusat, DPRD, Kepala Dacrah dan masyarakat umum.
Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab adalah mencakup keabsahan
yaitu setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu
dan pengawasan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan

barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan
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memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut jelas suifttsidyif-Pdf
dan tepat penggunaannya.

b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan
Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu
melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka
panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.

c¢. Kejujuran
Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus
diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya.

d. Hasil guna (efectiveness) dan daya guna (efficiency)
Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sédemikian rupa sehingga
memungkinkan program dapat direncanakan dan/dilaksanakan untuk mencapai
tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang ‘sefendah-rendahnya dan dalam
waktu yang secepat-cepatnya.

e. Pengendalian
Para aparat pengelola keuangan /daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus
melakukan pengendalidan.agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

Mardiasmo (2000 ) mengatakan bahwa dalam pemberdayaan pemerintah
daerah, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan

daerah dan anggaran daerah adalah :

1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik

(public oriented);
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2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumya dan a];éé”a}&ﬁ‘ 0.pdf
daerah pada khususnya;

3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang
terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, KDH, Sekda dan perangkat
daerah lainnya;

4, Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan
keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for money,
transparansi dan akuntabilitas;

5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, KDH dan PNS Daerah, baik ratio
maupun dasar pertimbangannya;

6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja,/dan anggaran
multi-tahunan;

7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih professional;

8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan‘keuangan, peran DPRD, peran
akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran,
dan transparansi informasi anggaran képadapublik;

9. Aspek pembinaan dan pengawasan‘yang meliputi batasan pembinaan, peran
asosiasi, dan peran anggota)masyarakat guna pengembangan profesionalisme
aparat pemerintah daerah;

10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi
anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap
penyebarluasan informasi.

Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah menyangkut tiga bidang analisis

yang saling terkait satu dengan lainnya. Ketiga aspek tersebut meliputi :
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1. Analisis penerimaan. yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintdif'd4thfif-Pdf
menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang
dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut.

2. Analisis pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari
suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut
meningkat.

3. Analisis anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan
pengeluaran serta kecendrungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Perbaikan kinerja anggaran dan pengelolaan keuangan daerah menduduki
posisi penting dalam strategi pemberdayaaan Pemerintah Daeral’ terlebih lagi
menyongsong pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan )desentralisasi yang
luas, nyata, dan bertanggungjawab. World bank (1988} menyebutkan bahwa
perencanaan pengeluaran yang berorientasi pada kiherja akan meningkatkan kinerja
anggaran daerah.

Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi kepada Kabupaten dan Kota
memberikan jalan bagi Pemerintah/Daerah untuk melakukan pembaharuan dalam
sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan
keuangan daerah Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan
keuangan daefah yang berorientasi pada kepentingan publik (public oriented). Hal
tersebut meliputi tuntutan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat laporan

keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik.
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6. Efektivitas Penerimaan Daerah 14/41140.pdf

Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi
pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut
mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan
masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas
menurut Devas, dkk., (1989) adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus
keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat
direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya
serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

Faktor penentu efektivitas sebagai berikut :

a. [Faktor sumber daya baik sumber daya manusia seperti teriaga kerja, kemampuan
kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta
dana keuangan.

b. Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan baik itu
struktur maupun fungsional.

c. Faktor teknologi pelaksanaan p€kerjaan.

d. Faktor dukungan kepada’aparatur dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun
masyarakat.

e. Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat
faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk
mencapai sasaran yang dimaksud.

Berkaitan dengan analisis efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah

dacrah pada sisi penerimaan dapat dirumuskan dengan menggunakan rasio
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perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target yang ditetapkan afigfhibit0-pdf

dengan seratus dalam bentuk persentase.

Realisasi penerimaan
Efektivitas = x 100%
Target

Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan antara realisasi penerimaan
dengan target sebagaimana tersebut diatas, diukur dengan kriteria penilaian kinerja

keuangan yang disusun dalam tabel berikut ini : (Medi, 1996).

Tabel 2.2
Kriteria Kinerja Keuangan
di atas 100% Sangat efektif
90% - 100% Efektif
80% - 90% Cukup efektif
60% - 80% Kurang efektif
kurang dari 60% Tidak efektif
Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman
Penilaian dan Kinerja Keuangan.

Rasio Efektivitas Penefimaan Daerah yang menggambarkan kemampuan
pemerintah daerah dalam) merealisasikan target pendapatan daerah yang telah
ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas terhadap pengelolaan
penerimaan daerah dikategorikan efektif apabila rasio mencapai lebih dari 90 %.
Sehingga demikian semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan
daerah yang semakin baik. Berdasarkan tabel tersebut diatas menggambarkan

persentase kinerja keuangan daerah.
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7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan PenetithaanO-Pdf
Keuangan Daerah

Penyelenggaran pemerintahan daerah hanya dapat berjalan lancar apabila
ditunjang oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Oleh karena itu, upaya-
upaya peningkatan penerimaan daerah merupakan salah satu prioritas kegiatan S'ang
harus mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keuangan daerah merupakan komponen sangat penting dalam perencanaan
pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan dacrah
perlu dilakukan untuk memperoleh kesadaran mengenai kemampuan daerah
dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif
memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis\secara tepat. Dengan
melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan imelahirkan kebijakan efektif
dalam pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mengefektifkan pengelolaan kenanigan daerah dapat di tempuh melalui
upaya intensifikasi terhadap penerimiban \daerah dengan memperhatikan faktq_r
Sumber Daya Manusia (SDM), sararia)dan prasarana, pengawasan dan pengendalian,
sistem dan prosedur serta pelayanan (Halim, 2001).

Manusia merupakan sumber daya yang penting dalam organisasi, di samping
itu efektivitas organisasi sangat ditentukan oleh manajemen manusia. Seperti yang
dikemukakan oleh Armstrong dalam Sedarmayanti (1995) bahwa pendekatan
terhadap manajemen manusia tersebut didasarkan pada empat prinsip dasar :

Pertama, sumberdaya manusia adalah harus yang paling penting yang

dimiliki oleh organisasi, sedangkan manajemen yang efektif adalah

kunci bagi keberhasilan organisasi tersebut. Kedua keberhasilan ini
sangat mungkin dicapai jika peraturan atau kebijaksanaan dan
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prosedur yang bertalian dengan manusia dari perusahaan tersebug‘ 4/41140.paf
saling berhubungan, memberikan sumbangan terhadap pencapaian
tujuan perusahaan serta perencanaan strategis. Ketiga, kultur dan nilai
perusahaan, suasana organisasi dan perilaku manajerial yang berasal
dari kultur tersebut akan memberikan pengaruh yang besar terhadap
hasil pencapaian yang terbaik. Karena itu kultur ini harus ditegakkan,
yang berarti bahwa nilai organisasi mungkin perlu diubah atau
ditegakkan, diupayakan secara terus menerus mulai dari puncak
hendaknya kultur tersebut dapat diterima dan dipatuhi, keempat,
manejemen manusia berhubungan dengan integrasi menjadikan
semua anggota organisasi tersebut terlibat dan bekerja sama untuk
mencapai tujuan bersama.

Pelaksanaan otonomi daerah harus didukung dengan kualitas atau
kemampuan SDM aparatur penyelenggaranya. Kaho (1997) mengemukakan
“Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah merupakan salah satu faktor yang
menentukan apakah suatu daerah dapat atau mampu menyelenggdrakan rumah
tangganya dengan baik atau tidak.” Apabila aparatur penyelenggara tidak atau
kurang kemampuannya merupakan suatu kekurangan yang nienyebabkan daerah itu
tidak mampu untuk menyelenggarakan urusan rumiah tangganya. Hal ini ditegaskan
lebih lanjut oleh Kaho (2001) ; “kekurangmatpuan aparatur Pemerintah Daerah
merupakan salah satu penyebab dari ‘tidak mampunya Pemerintah Daerah
menyelenggarakan urusan rumah tarigganya dengan sempurna.”

Toha (1983) menjelaskant mengenai kemampuan adalah “merupakan salah
satu kematangan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat
diperoleh melalui pendidikan, latihan dan pengalaman.”

Disamping diperlukan SDM aparatur yang handal diperlukan juga sarana dan
prasarana yang memadai untuk meningkatkan penerimaan daerah tersebut. Yang
dimaksud dengan sarana disini yaitu alat yang digunakan untuk membantu para aparat

pemerintah dalam mengelola pajak dan retribusi daerah tersebut. Menurut Kaho (2003)
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Fasilitas/peralatan  adalah setiap benda atau alat yang dipergunakan 1 Hiti40-Pdf
memperlancar atau mempermudah pekerjaan atau gerak aktivitas pemerintah daerah.
Sedangkan prasarana ialah segala yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu

proses usaha, pembangunan, proyek dan sebagainya.

Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa alat pertama-tama merupakan sarana
perantara yang dipergunakan oleh manusia dalam melakukan aktivitasnya guna
mencapai tujuan yang dikendaki untuk memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan
daerah maka diperlukan adanya peralatan/fasilitas/sarana yang baik, dalam arti cukup
dalam jumlah dan efisien, efektif serta praktis dalam penggunaannya.

Fasilitas yang dimiliki atau dipergunakan disamping harus ‘cukup secara
kuantitas, juga harus efisien. Untuk dapat disebut efisien, maka penggunaan sarana dari
sudut (outpuf) haruslah maksimal sedangkan dari sudut (ixpus) haruslah minimal. Kaho
(2003) mengatakan bahwa suatu fasilitas disebut efisien dpabila penggunaannya tidak
membuang-buang energi dan waktu (tidak boros) dan tepat untuk suatu tujuan,
sehingga alat yang efektif adalah ,alat \yang tepat dan dapat mempercepat
pencapaian tujuan.

Sejalan dengan pendapat ‘tersebut Nawawi dalam Kaho (2003) menegaskan
bahwa “alat pada dasamya terupakan sumber kerja materialnya patut dipergunakan
apabila mampu meningkatkan hasil yang dicapai dibandingkan dengan cara kerja tanpa
mempergunakan alat lain”.

Untuk mencapai kesesuaian antara fasilitas yang dimiliki dengan kemampuan
personil dan metode yang dipergunakan maka menurut Kaho (2003) dapat ditempuh

dengan 2 (dua) cara yaitu :

43

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



“Pertama, pengadaan alat-alatlah yang harus disesuaikan dengdft/41140.pdf
kemampuan personil yang akan menggunakannya. Ini berarti,
kemampuan personil yang dimilikilah yang harus pertama-tama
diidentifikasikan sebelum pengadaan alat dilakukan dan pengadaan dan

pemilihan disesuaikan dengan persediaan tenaga personil yang ada.
Kesulitanya jika personil yang ada kemampuannya berada di bawah

standar yang dituntut dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintahan

daerah”.

“Kedua, untuk mencegah kelemahan di atas maka perlu disiapkan

personil sedemikian rupa, sehingga dapat memiliki kemampuan yang
setara dengan tuntutan peralatan. Dalam hal ini, pengadaan peralatan

disesuaikan dengan volume kerja dan metode yang dipergunakan dalam

pelaksanaan aktivitas, sedangkan organisasi-organisasi yang akan

mempergunakan alat tersebut dibuat mampu mempergunakannya. Hal

ini dapat saja dilakukan melalui latihan atau pendidikan khusus yang

dibutuhkan untuk itu”.

Pengawasan merupakan hal yang mutlak dalam setiap rencéna yang dilakukan.
Pengawasan adalah tindakan mengendalikan aktuasi agar benar-benar sesuai dengan
rencana, untuk mencegah penyimpangan yang mungkin terjadi demi tercapainya hasil
maupun hal-hal lain sesuai yang diinginkan dalam\sencana yang telah ditentukan
sebelumnya.

Pengawasan menurut Siagian dalam Manila (1996) ialah “proses pengamatan
terhadap pelaksanaan seclurub. kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua
pekerjaan yang sedang dildkukar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan
sebelumnya”.

Dalamproses” manajemen, agar proses pengawasan dapat berjalan maka
dalam hal ini menurut Ndraha (1989) ada beberapa persyaratan seperti:

1. Adanya norma, aturan atau standar.

2. Adanya usaha pemantauan kegiatan yang diatur dengan norma tersebut.

3. Adanya informasi yang cukup, dapat dipercaya serta tersedia tepat pada

waktunya, tentang kegiatan dan hasil kegiatan yang dimaksud.

4. Adanya evaluasi kegiatan, yaitu pembandingan antara norma dengan
informasi.
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5. Adanya keputusan guna menetapkan hasil evaluasi tersebut. 14/41140.pdf
6. Adanya tindakan pelaksanaan keputusan.

Sejalan dengan itu Winardi (1977) mengemukan persyaratan pengawasan
yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan standar atau dasar pengawasan.

2. Meneliti hasil yang dicapai.

3. Membandingkan pelaksanaan dengan standar, dan menetapkan
perbedaannya (bilamana ada perbedaan).

4. Memperbaiki penyimpangan dengan tindakan-tindakan korektif.

Teknik maupun bentuk pengawasan menurut Ndraha (2000) dapat dilakukan

melalui:

1. Pengendalian atau directing, merupakan the continuous task of making
decisions and embodying them in spesific and general\(orders and
instructions and serving as the leader of the interprise.

2. Pengawasan, pengawasan disini dipandang bagian, dari kontrol yaitu
kontrol sebelum terjadi.

3. Pemantauan atau monitoring, merupakan prases.pefekaman fakta yang
kemudian diolah dengan teknik analisa data ‘menjadi informasi yang
dibutuhkan.

4. Evaluasi, merupakan proses pembandingan antara standar dengan fakta
dan analisis hasilnya.

5. Audit, merupakan an official examination and verification of account and
records.

6. Supervisi, dapat diartikan-sebagai kontrol dari atasan terhadap bawahan.
Di Indonesia, hal ini dikerial'scbagai Waskat atau Pengawasan Melekat.

7. Appraisal, yang diaitikan scbagai the act of estimating or judging the
nature or value of some one or some thing.

Pengawasan menurut Siagian dalam Manila (1996) ialah “proses pengamatan
terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua
pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan

sebelumnya”.

Menurut Manila (1996) Tujuan pengawasan yaitu:
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1. Menjamin ketepatan pelaksanaan agar sesuai rencana, kebijaksanaahd4h 140.pdf
perintah.

2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.

3. Mencegah penyelewengan dan penyalahgunaan serta pemborosan.

4. Memupuk kepercayaan masyarakat.

Sedangkan Pengawasan diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal :

1. Pengawasan Internal dan Eksternal.
Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam
organisasi itu sendiri. Contohnya Badan Pengawasan Kota/Kab atau
Provinsi, sedangkan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang
dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu. Contohnya BPK.

2. Pengawasan Preventif dan Represif.
Pengawasan preventif dilakukan sebelum pekerjaan dimulai (pre-audit).
Contohnya mengawasi persiapan-persiapan rencana anggaran. Sedangkan

pengawasan represif dilakukan melalui (post-audit), berupa inspeksi di
tempat, meminta laporan pelaksanaannya.
Sejalan dengan itu, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi:
- Pengawasanataspelaksanaanumsanpemerintahandidaerah;
- Pengawasanterhadapperatmandaerahdanperaturankepaladaerah
Pengawasan yang dimaksud dalam ayat-(1) dilaksanakan oleh aparat pengawas
intern pemerintah sesuai dengan peratiran perundang-undangan. Untuk menghadapi
kondisi demikian pihak pengawss dituntut untuk jeli dalam memahami karakter daerah
yang diawasinya. Pengawasari keuangan hanya salah satu dimensi dari berbagai
implikasi yang timbul akibat pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh Daerah.
Apabila Daerah tidak cakap dalam menentukan urusannya dan melaksanakan urusan
yang sebenamnya kurang sckali relevansinya dengan kebutuhan riil daerah tersebut,
maka segala dana dan daya yang dialokasikan untuk menjalankan urusan tersebut akan

sia-sia saja. Betapapun rapinya manajemen keuangan yang dilakukan Daerah adalah
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sia-sia saja karena semua dana dan daya yang dialokasikan untuk membiayai drtsah 140.pdf
yang kurang urgent tersebut tidak lebih dari pemborosan semata.

Menyikapi kondisi tersebut, maka untuk mengawasi daerah dalam hal ini, lebih
tepat menjadi tanggung jawab Daerah dan masyarakat yang bersangkutan unt
menilainya. Untuk itu maka peran DPRD dan masyarakat termasuk LSM, mahasiswa,
dan tokoh-tokoh masyarakat setempat sangat penting sebagai stake-holders yang
menentukan  kewenangan-kewenangan apa yang  seyogyanya dilakukan
Pemerintah Daerah.

Setiap organisasi pemerintah dalam menjalankan kegiatanya harus memiliki
prosedur yang jelas. Yang dimaksudkan dengan prosedur disini adalah, 71ahap-tahap
kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas peningkatan penerimaan dacrah.

Menurut Yogianto (1995) yang mengutip dar Gérald dan. Stalling,
pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem
sebagai berikut “ Suatu sistem adalah suati jaringan yang saling berhubungan,
berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan
suatu sasaran yang tertentu”.

Sedangkan prosedur menurut Yogianto (1995) mengutip dari Neuschel,
didefinisikan sebagai berikut: “Suatu prosedur adalah urut-urutan yang tepat dari
tahapan-tahapan.instruksi yang menerangkan apa (what) yang harus dikerjakan, siapa
(who) yang mengerjakan, kapan (when) dikerjakan, dan bagaimana mengerjakannya.

Definisi sistem menurut Mulyadi (1993) sebagai berikut:

a. Setiap sistem terdiri atas unsur-unsur.

b. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan.
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c. Unsur-unsur tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. 14/41140.pdf
d. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar.

Pengertian prosedur menurut Zaki Baridwan (1990) adalah merupakan urutan
pekerjaan klerikal yang melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih,
disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi yang
sering terjadi.

Dari pengertian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa “sistem” mengandung
arti himpunan dari bagian-bagian atau komponen yang saling berinteraksi secara
teratur dan bersifat keseluruhan. Sistem sebagai suatu wujud (entitas), dicontohkan
disini adalah lembaga Pemerintah yang berkewajiban memberi pelayanan yang
berkualitas kepada pelanggannya. Sedangkan sistem sebagai metode merupakan
makna metodologis yang seringkali dijumpai dalam pemaknaari prosedur. (Lukman,
1999).

Pada dasarnya menurut Moenir (1995);sistem dan prosedur merupakan
dwitunggal yang tak terpisahkan, karend, satu sama lain saling melengkapi. Sistem
merupakan kerangka mekanisme ‘ofganisasi sedangkan prosedur adalah rincian
dinamika sistem. Jadi tanpa(sistem, prosedur tidak ada landasan berpijak untuk “
berkiprah “, dan tanpa‘prosedur, maka sistem tidak akan mudah dapat berjalan
lancar. Demil;ian eratiiya hubungan antara sistem dan prosedur sehingga keduanya
sering digabung dalam peristilahan menjadi “sistem dan prosedur” (system dan
procedures)

Prosedur sebagai sistem pelayanan bersifat mengatur perbuatan, baik ke

dalam (intern) maupun ke luar (ekstern), maka harus diketahui dan dipahami oleh
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orang yang berkepentingan, baik pegawai/pekerja maupun pihak-pihak ~di4ithk140.pdf
organisasi. Prosedur intern mengatur langkah/perbuatan pegawai/pekerja di dalam
organisasi itu sendiri, sedangkan prosedur ekstern pada dasarnya mengatur langkah
atau perbuatan orang di luar organisasi yang mempunyai kepentingan terhadap hasil
kegiatan organisasi.

Secara definisi, sistem adalah suatu jaringan yang berhubungan satu sama
lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang
utama dalam suatu usaha atau urusan, bisa juga diartikan sebagai suatu kebulatan
dari keseluruhan yang kompleks teroganisisr, berupa suatu himpunan perpaduan hal-

hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan dari keseluryhan'yang utuh.

B. Kerangka Berpikir

Fenomena menarik yang ada sejak dimulainya ‘penyelenggaraan otonomi
daerah terutama .adalah mengenai keuangan daérah, yang sampai saat ini masih
merupakan masalah, baik bagi pemerintah pusat-fnaupun pemerintah daerah sendiri
yang menyangkut bagaimana menggali potensi keuangan yang ada, bagaimana
mengelolanya, serta bagaimaua ) mendistribusikannya. Hal ini menjadi suatu
kebingungan besar terutama, bagi’pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari sistem
keuangan yang sebeluranya sangat sentralistik, akibatnya timbul ketergantungan
pemerintah daerah'terhadap pemerintah pusat dalam hal keuangan.

Otonomi daerah merupakan salah satu usaha pemerintah pusat untuk
memberdayakan daerah. Dengan otonomi ini, daerah diharapkan dapat menggali

potensi yang ada di daerah masing-masing. Ada beberapa kewenangan yang dulunya
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dikelola oleh pusat namun sekarang dilimpahkan ke daerah misalnya kewéddfigar! 0. pdf
untuk mengelola keuangan daerah.

Suatu daerah dikatakan mampu mengurus kepentingan daerahnya sendiri
sangat tergantung pada keuangannya. Menurut Koeswara (2000) bahwa:

Ciri utama yang menunjukkan daerah otonom mampu berotonomi

terletak pada kemampuan keuangan daerahnya, artinya suatu daerah

otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali

sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan

keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Sebagai dasar bagi kebijakan keuangan daerah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan
Daerah. Dalam point enam Penjelasan Umum UU No, 32 Tahun 2004 dikatakan
bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negard sadalah sebagai bagian dari
kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden
sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah
daerah untuk mengelola keuangan-daerah dan mewakili pemerintah dacrah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan ini berimplikasi pada
pengaturan pengelolaan | kéuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan
pemerintahan daerah.“Déngan demikian peranan pemerintah adalah sebagai pihak
pembuat kebijakan  (regulator) berupa peraturan daerah, sedangkan pihak swasta
dapat mengambil bagian dalam proses pemberian pelayanan sekaligus sebagai
investor (Dwiyanto, 2001). Mengingat kompleksnya permasalahan diatas, diperlukan
suatu dasar pembuatan kebijakan bagi pemerintah daerah bidang keuangan

daerahnya.
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Keuangan dacrah merupakan salah satu instrumen penting dari kebffdkhh40-pdf
publik mengenai bagaimana pendapatan daerah digali dan dibelanjakan, serta
permasalahan siapa memperoleh apa dengan cara bagaimana (Pratikno dalam
Wahyuni, 2003), yang didukung juga oleh Davey (1988) bahwa masalah dasar dari
keuangan dacrah adalah tentang bagaimana sumber penerimaan digali dan
didistribusikan, dan tentang siapa yang menentukannya.

Pemikiran di atas merupakan kerangka pemikiran penulis untuk memahami

masalah keuangan daerah Kota Bau-Bau yang digambarkan sebagai berikut :

Pengelolaan Keuangan

e SDM
e Sarana dan Prasarana
e Sisetem dan prosdur Efektifitas Penerimaan Daerah

e Pengawasan / Pengendalian

e Pelayanan

Gambar 2.1. Model Analisis Pengelolaan Penerimaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah-merupakan sumber utama untuk pembangunan dan
pemberdayaan daerah, Salah satu sumber keuangan asli daerah yang memiliki
potensi besar adalah penerimaan keuangan dari hasil pungutan pajak dan retribusi
daerah. Dengan pajak dan retribusi ini pemerintah daerah dapat mengadakan
berbagai jenis layanan bagi masyarakat dengan menggunakan fasilitas milik
pemerintah baik itu yang berupa barang maupun jasa. Namun pemerintah juga tidak

boleh seenaknya saja memungut retribusi bagi masyarakat.
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Agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan seperti yang direndahidliainO.pdf
pemerintah daerah dituntut untuk mampu menjawab persoalan diatas, terutama
kemampuan dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan yang relatif efektif
diantara berbagai kemungkinan kebijakan yang akan diambil, sehingga efektivitas
pengelolaan penerimaan daerah dapat terwujud melalui upaya intensifikasi terhadap

penerimaan daerah dengan mengefektifkan pengelolaan keuangan daerah.

C. Definisi Konsep dan Operasional
1. Definisi Konsep

Efektivitas pengelolaan penerimaan keuangan daerah adalah kemampuan
pemerintah daerah dalam menggali/mengelola sumber-sumberpenetimaan daerah
baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari Dana Alokasi, Umium yang potensial
untuk meningkatkan pendapatan dan pembiayaan daldm periode tahun anggaran
bersangkutan sesuai sasaran yang ditetapkan.
2. Definisi Operasional

Definisi operasional dari ‘variabel efektivitas pengelolaan penerimaan
keuangan daerah adalah sebagai-~’upaya pemerintah daerah dalam mengelola
penerimaan keuangan daérah secara lebih efektif.

Variabel ini.diukur melalui upaya intensifikasi terhadap penerimaan daerah
melalui beberapa.indikator di antaranya : Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan

prasarana, pengawasan dan pengendalian, sistem dan prosedur serta pelayanan
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BABINI 14/41140.pdf

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis deskriptif yaitu pencarian
data dengan interpretasi yang tepat. Metode ini mempelajari masalah-masalah dalam
masyarakat dengan situasi tertentu, termasuk hubungan kegiatan, sikap-sikap, serta
proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh baru suatu fenomena
termasuk di dalamnya organisasi pemerintahan (Whitney dalam Nazir (1999) dengan
pendekatan induktif yaitu Pendekatan induktif yaitu proses yang\berawal dari
lapangan atau atas dasar pengamatan di laboratorium. Penelitian ini disebut
penelitian empiris(Faried Ali, 1997).

Penggunaan metode kualitatif ini adalah sesuailpermasalahan penelitian yang
ingin diungkapkan dengan obyek penelitiannya berupa gejala sosial khususnya gejala
administrasi negara yang meliputi ruafg dan waktu aktifitas para pelaku sosial
dimana gejala-gejala sosial seperti‘itu tidak selalu menampakkan sesuatu yang dapat
diukur secara tepat, apalagi/jika tolok ukurnya tidak berurat akar dalam kehidupan
masyarakat yang dikaji.

Penelitian itii juga lebih bersifat deskriptif yaitu suatu jenis penelitian yang
mengungkapkan mengenai suatu permasalahan apa adanya, sesuai dengan kenyataan

yang ada di lapangan.

Jadi dapat dikatan bahwa penelitian dengan desain deskriptif, pada umumnya

situasi yang dialami, atau hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang menampak,
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atau tentang suatu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bdkea,140. pdf
perbedaan yang sedang muncul, kecenderungan yang nampak, pertentangan yang
meruncing sehingga dapat diperoleh gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual
dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang
diselidiki sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Kaitannya dengan hal tersebut,
menurut Surachmat (1978) desain penelitian deskriptif mempunyai ciri-ciri : 1)
Memuaskan diri pada pemecahan masalah yang ada pada masa sckarang, dan 2)

Data-data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisis.

B. Populasi dan Sampel
1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono (1999:) adalah wilayah(generalisasi yang terdiri
atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi
penelitian ini adalah orang (informan) yéitn_séluruh Pegawai Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daergh.
2. Sampel

Sampel merupakan\sumber yang dapat memberikan informasi. Selanjutnya
Sugiyono (2001) imenyaiakan bahwa “Sampel adalah sebagian dari jumlah dan
karakteristik yang-dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel memiliki sifat, ciri dan
bentuk yang menggambarkan seluruh populasi dan bersifat mewakili untuk dipelajari
maupun dianalisa, selain itu sampel dapat berupa responden yang diwawancarai.

Oleh kama itu penelitian ini tidak menggunakan penarikan sampel, data

diperoleh dengan cara mengambil informasi dari subyek peneliti yang terlibat
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langsung terhadap proses kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Bad/Bad40.pdf
yaitu pegawai PPKAD dan beberapa pejabat eksekutif seperti Walikota Bau-Bau,
Sekda Kota Bau-Bau, Kepala bapeda Kota Bau Bau, Kepala Dinas Pendapatan,

Pengelolaan K euangan dan Aset daerah Kota Bau-Bau, sebagai informan.

C. Instrumen Penelitian

Berdasarkan pada pendapat Moleong (2000) yang dimaksud dengan
instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah “sebagai alat mengumpulkan
data seperti tes pada penelitian kualitatif’. Namun kesemuanya itu yang sangat
berperan dalam mengumpulkan data adalah manusianya, antara lain adalah peran
peneliti itu sendiri. Lebih lanjut Moleong mengemukakan bahwa-eiri-ciri umum
manusia sebagai instrumen mencakup : segi responsif, dapat menyesuaikan diri,
menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas péngétahuan, memproses data
secepatnya, dan memanfaatkan kesempatan untuk mengklasifikasikan dan
mengikhtiarkan, serta memanfaatkan kesefnpataft untuk mencari respons yang tidak
lazim dan idiosinkratik.

Dalam metode penelitian kualitatif tidak dikenal adanya responden, yang ada
adalah informan. Sedangkan’ yang dimaksud informan adalah orang yang
dimaksudkan untuk-memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang
penelitian (Moleong ¢ 2000). Jadi informan adalah orang yang memberi respon atau
jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan peneliti baik secara lisan maupun tertulis
yang berkaitan erat dengan data yang dibutuhkan atau dianggap relevan dengan topik
penelitian yang akan dilakukan. Selain peran serta, wawancara merupakan instrumen

data yang dianjurkan dalam penelitian kualitatif. Moleong (2000) juga menyarankan,
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bahwa pengumpulan data di lapangan dapat efektif, tetapi pengamat sendiri haftiad 40.pdf

berhati-hati memanfaatkannya.

D. Prosedur Pengumpulan Data
Dalam melaksanakan penelitian, pengumpulan data sangat penting untuk
menunjang keberhasilan penelitian yang dilakukan karena data yang dikumpulkan
harus dapat mendukung dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mengumpulkan
berbagai data, dan informasi, maka digunakan teknik pengumpulan data primer dan
sekunder sebagai berikut :
a. Teknik Dokumentasi
Dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat bahan-bahan bacaan, makalah,
jurnal, dokumen dan laporan-laporan, serta bahan-balian, lain yang berkaitan
dengan variabel penelitian.
b. Teknik Wawancara
Melakukan wawancara secara langsung. kepada informan terhadap fenomena-
fenomena yang berhubungan dengan‘objek yang diteliti guna melengkapi data
yang diperoleh dari studi dokuméntasi.
c. Observasi
Melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang
berhubungan ‘dengan objek yang diteliti guna melengkapi data yang diperoleh
dari study kepustakaan dan explorasi Internet.
E. Metode Analisis Data
Karena penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, maka

pendekatan analisis datanya juga dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang
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dilakukan dengan cara menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan kb443A40.pdf
yang sebenarnya kemudian hasilnya diinterprestasikan dalam bentuk tulisan ilmiah
seperti yang dikemukakan oleh Faizal (1995) “analisa kualitatif fokusnya pada
penunjukan makna, deskriptif, penjernihan dan penempatan data pada konteks
masing-masing dan sering melukiskannya didalam bentuk kata-kata dari pada
didalam angka-angka.

Untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat
dirumuskan dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi penerimaan
dengan target yang ditetapkan dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase,

dengan rumus sebagi berikut :

Realisasi penerimaan
Efektivitas = x.100 %
Target

F. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan-di Kota Bau-Bau pada instansi Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan'Asét Daerah Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara.
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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis pengelolaan penerimaan keuangan daerah Kota
Bau-Bau dan pembahasannya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Tingkat efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Kota Bau-Bau
selama periode pengamatan di kategorikan cukup efektif.
2. Untuk lebih mengefektifkan pengelolan penerimaan secara maksimal di
pengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :
a). Kualitas SDM
b). Sarana dan Prasarana
¢). Sistem dan Prosedur
d). Pengawasan dan Pengendalian

e). Pelayanan

B. Saran
Peningkatkan kemampuan dan potensi keuangan daerah, terutama
peningkatan peneriméaan daerah berupa pendapatan dan pembiayaan sebagai
komponen vital keuangan daerah, ada beberapa saran yang dapat diajukan
1. Teoritis
Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap konsep ilmu
administrasi khususnya dalam bidang kajian pengelolaan keuangan daerah dan

sebagai kajian lebih lanjut untuk penelitian kajian pengelolaan keuangan.
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2. Praktisi 14/41140.pdf

a. Agar tingkat efektifitas penerimaan daerah dipertahankan dan bila perlu
ditingkatkan pada masa yang akan datang dari efektif menjadi sangat efektif.

b. Agar dapat meningkatkan kemampuan aparatur daerah dalam pengelolaan
keuangan di Kota Bau-Bau, maka perlu adanya dukungan sepenuhnya berupa
satu kesatuan persepsi yang solid dari semua aparat pemerintah daerah baik
eksekutif maupun legislative serta dukungan dari masyarakat secara umum
untuk mewujudkan suatu sistim pengelolaan atau manajemen keuangan
daerah yang lebih transparan dan professional, memihak kepada rakyat dan
tidak semata untuk kepentingan orang orang tertentu.

c. Agar dapat meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.yang akuntabel dan
transparansi, maka perlu dibentuk dan disusun ‘produk-produk hukum berupa
peraturan perundang-undangan sebagai” landdsan, wadah pendukung atau
koridor dalam pelaksanaan manajemen keuangan daerah, sebagai contoh
kongkrit seperti produk hukum\(peraturan daerah) yang mengatur tentang
bentuk-bentuk resource) yang dapat dijadikan sumber penerimaan bagi
daerah, Peraturan ‘Dacrdh tentang kelembagaan, sistim administrasi dan
prosedur yang\ diberlakukan termasuk pemberlakukan sanksi-sanksi,
peraturan daerah tentang sistim penganggaran yang diberlakukan, misalnya
penerapan sistim anggaran berbasis kinerja (performance budgeting), serta
peraturan daerah yang mengatur tentang sistim pengawasan yang

diberlakukan sehubungan dengan pengelolaan keuangan daerah.
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d. Agar efektifitas dapat diwujudkan, maka peran aparat pengawas ﬁ]ﬁgﬁ‘i&ép pdf
pemerintah daerah melalui penataan kembali struktur lembaga audit yang
selama ini overlapping dan menyebabkan ketidakefisiennya pengauditan atau
pemeriksaan dalam rangka pengawasan keuangan daerah dapat ditingkatkan
dengan menerapkan sanksi yang tegas bagi siapa saja pejabat pemerintah atau
para pengusaha dan kontraktor yang bermasalah tanpa membeda-bedakan,
serta meningkatkan kualitas mental SDM aparat pengawas untuk
memperbaiki budaya kerja selama ini yang selalu ABS.

e. Untuk meningkatkan penerimaan Kota Bau-Bau, maka diharapkan adalah
upaya pemerintah untuk menggali sumber-sumber pendapatan/dacrah dengan
diikuti intensifikasi dan ekstensifikasi penetimaan” daerah yang

memungkinkan untuk digali secara optimal.
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STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN 8 : PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET NOMOR  : TAHUN
DAERAH TANGGAL : JANUARI
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
| ]
SUB BAGIAN SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN
KELOMPOK BIDANG [ BIDANG | BIDANG BIDANG | BIDANG BIDANG
JABATAN PAJAK RETRIBUS| DAN PENDAPAT. ANGGARAN PERBENDAHARAAN D AKUNTANSI DAN PENGELOLAAN ASSET
FUNGSIONAL LAIN-LAN VERIFIKAS! PELAPORAN DAERAH
] 1 N ] I | 1 1
SEKST SERSI SEKSI SEKSI SERST SERSI
PENOATAAN DAN PENDATAAN DAN ANGGARAN L1 PERENCANAAN DAN
PENETAPAN PAJAK PENETAPAN RETRIBUS! LANGSUNG PERBENDAHARAAN AKUNTANS! PEMELIHARAAN
SEKSI SEKSI SEKS! SEKSI SEKS! SEKSI
HAN ANGGARAN INVENTARISAS! DAN
PAJAK RETRIBUSI TIDAK LANGSUNG} VERIFIAS! PELAPORAN PENGHAPUSAN
uPTD
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Daftar Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah Kota Bau-Bau

1. Perda No. 27 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan.

2. Perda No. 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

3. PerdaNo. 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Masuk Pelabuhan

4. PerdaNo. 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal Laut.

5. Perda No. 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

6. Perda No. 14 Tahun 2003 tentang Retribusi 1zin Trayek dan Izin Operasi

7. Perda No. 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Terminal.

8. Perda No. 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

9. Perda No. 22 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan
Akta Catatan Sipil.

10. Perda No. 23 Tahun 2003 tentang RetribusiIzin Usaha Perdagangan dan Industri.

11. Perda No. 24 Tahun 2003 tentang Retribusi’Wajib Daftar perusahaan.

12. Perda No. 25 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

13. Perda No. 26 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pendirian Koperasi.

14. Perda No. 27 Tahun 2003 tentang Retribusi rumah Potong Hewan.

15. Perda No. 28 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi.

16. Perda No.'29 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha dibidang Informasi dan
Komunikasi.

17. Perda No. 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan.

18. Perda No. 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan.
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19. Perda No. 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan PfgaBd4D-PAf
Mayat.

20. Perda No. 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Kelayakan Lingkungan.

21. Perda No. 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Dan Sarana
Kesehatan Swasta.

22. Perda No. 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah.

23. Perda No. 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pramuwisata dan Pengatur
Wisata.

24. Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Restoran, Rumah Makan,
Tempat Makan dan Jasa Boga.

25. Perda No. 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha dan Daya Tarik Wisata.

26. Perda No. 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan
Insentif dan Pameran.

27. Perda No. 15 Tahun 2007 tentang Refribusi Tempat Rekreasi Pariwisata dan
Olah Raga.

28. Perda No. 16 Tahun 2007 teritang Reétribusi Izin Usaha Perjalanan Wisata.

29. Perda No. 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Hotel dan Penginapan.

30. Perda No. 18 Tahtin-2007 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata,
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Promosi Pariwisata Daerah.

31. Perda No. 19/Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Impresariat.
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PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan pokok penelitian
sebagai mana tercantum dalam identifikasi masalah. Ketika proses wawancara
berlangsung pedoman ini berlangsung fleksible, dalam arti pertanyan dapat terus
dikembangkan sampai penulis benar-benar latin bahwa data sudah terpenuhi

Topik : Efektifitas Pengelolaan Penerimaan Keuangan Daerah Kota Bau-Bau

No Daftar Pertanyaan Informan

1. | Bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah | Drs. MZ. Amirul Tamim
di Kota Bau-Bau pada era kepemimpinan bapak
Walikota ?

2. | Bagaiman pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah | Sekda, Kadis PPKAD
Kota Bau-Bau pada saat ini?

3. | Apa yang menjadi program pemerintah Daerah{dalam’| Sekda
memajukan perekonomian kota Bau-Bau?

4. | Bgaimana menurut Bapak dengan proses penyasunan | Sekda, Kadis PPKAD
APBD Kota Bau-Bau ?

5. | Bila dilihat dari ciri struktur social>masyarakat Kota | Sekda
Bau-Bau, apa yang menjadi \sumber utama dari
perekonomian Kota Bau-Bau

6. | Apakah pelaksana anggaran-di Kota Bau-Bau sudah | Kadis PPKAD
melaksanakan system’anggaran berbasis kinerja ?

7. | Apakah penerimaan dderah dalam tiga tahun terakhir | Kadis PPKAD
sudah mencapai target ?

8. | Apa yang'menjadi kendala dalam hal pengelolaan | Sekda/Kadis PPKAD
keuangan Daerah

9. | Apakah seluruh pungutan pajak dan retribusi yang | Sekda/Kadis PPKAD
ditarik oleh Pemerintah Daerah sudah memiliki payung
hukum ?

10. | Apa yang mempengarhi besar kecilnya Pendapatan | Kepala BAPEDDA
Daerah Kota Bau-Bau

11. | Apa yang dilakukan dalam rangka meningkatkan | Kepala BAPEDDA
pendapatan perkapita masyarakat Kota Bau-Bau
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12.

Dalam hal meningkatkan PAD

- TA74T140.pd
Kadis / Sekretaris

13.

Bagaimana upaya yang dilakukan Kantor Sekretariat
Pelayanan Perizinan dalam rangka meningkatkan
pendapatan Daerah ?

Sekretariat Perizinan

14.

Apa yang menjadi kendala dalam hal penagihan pajak
dan retribusi kemasyarakat ?

Kepala UPT Penagihan
Pajak dan Retribusi

15.

Bagaimana menurut saudara apkah sumber-sumber
pendapatan daerah sudah di kelolah secara maksimal

Dinas Pariwisaa

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Lampiran §

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

No

Informan

Pernyataan

Waktu

Drs. MZ. Amirul Tamim, M.Si

Sebagaimana kita ketahui bersama (sesuai
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003)
bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi,
perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi. Seiring dengan
adanya reformasi keuangan daerah, kami
berusaha seoptimal mungkin menjalankan
manajemen keuangan daerah sesuai dengan
apa yang terkandung dalam Undang-undang
Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 serta Undang-
undang keuangan yakni Undang-undang
Nomor 17 thn 2003. Sebagai centoh untuk
APBD sejak tahun 2003 kami suSun sesuai
dengan sistem anggaran «berbasis kinerja
dengan melibatkan semua) pihak dalam
menetapkan ukuran yang-obyektif dan valid.
Kami juga meldkukan~ penyempurnaan-
penyempurnaan” pada” sistem akuntansi
keuangan daérah, sejak tahun 2001 dengan
hasil  dapat “ -diselesaikannya  Neraca
Keuangan~Paerah per 31 Desember 2008,
dan Sejak~2008 mulai menerapkan sistem
akuntansi’ keuangan daerah yang terpusat
pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan
dan” Aset Daerah. Kemudian dalam hal
penataan kelembagaan dibidang keuangan
daerah, dilaksanakan dalam satu satuan unit
kerja sebagai pengelola keuangan daerah
secara terpadu”.

4
Nopember
2009

H. SUHUEAN

Sektor pertanian yang terletak pada dua
kecamatan yakni Kecamatan Bungi dan
Sorawolio merupakan tumpuan utama
ekonomi masyarakat selain sektor jasa dan
perdagangan yang memberikan kontribusi
terhadap pembentukan PDRB sebesar 17 %,
walaupun tingkat produktivitas lahannya
masih sangat rendah dimana tiap hektar

16 Okt
2009
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hanya menghasilkan sekitar Rp. 76.000 tiap
tahun. Demikian juga terhadap sektor jasa
dan perdagangan sebagai sumber ekonomi
utama yang memiliki potensi sekitar 63,97
24 %

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan
oleh Pemerintah daerah dan yang menjadi
pertimbangan pengusaha untuk berinvestasi,
yaitu, pertama, pengusaha mau berinvestasi
kalau daerah itu aman. KPPOD melalui
studinya menyebutkan bahwa daerah yang
mempunyai potensi ekonomi tinggi tetapi
tidak aman, kemampuannya untuk menarik
investor sangat rendah. Tapi daerah yang
aman dan SDM nya bagus, itulah daerah
yang didatangi investor. Kedug, birokrasinya
harus luwes, proaktif,dan, ‘pro-bisnis yang
mampu melayani keinginan pengusaha tetapi
tetap dalam koridor dwwkum dan peraturan
yang berlaku. Ketiga, “Bantu mereka agar
mampu berlaba“didaerah, dengan demikian
mercka akan ‘bayar pajak, menciptakan
kesempatan kerjd, dan akan memajukan
ekonomi daerah.

Salah 'satu faktor penentu keberhasilan
pembangunan daerah adalah perangkat
perundang-undangan  berupa  peraturan
daerah yang merupakan payung dari suatu
kebijakan yang memberikan legitimasi
kepada Pemerintah Kota dalam
melaksanakan wewenang dan
tanggungjawabnya. Sebagai contoh, kami
pihak eksekutif bersama dengan DPRD
berhasil mengeluarkan 38 Perda termasuk
didalamnya Perda-Perda yang mengatur
tentang potensi-potensi keuangan daerah dan
pengoptimalan  pengelolaannya,  serta
Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang
menjadi payung hukum atas seluruh

08
Oktober
2009

12 Nop
2009
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pengelolaan keuangan daerah terutama
karena  berkaitan dengan penerapan
reformasi adminstrasi keuvangan. Khusus
untuk Perda yang berhubungan dengan
pengelolaan sumber penerimaan daerah
dalam hal ini adalah pajak dan retribusi,
yang utama selalu kami perhatikan adalah
kesesuaian dengan kemampuan masyarakat
dan daerah. Pengembangan kapasitas dan
penetapan kelembagaan juga merupakan hal
yang tidak bisa dipisahkan dari suatu
kebijakan yang tertuang dalam Perda karena
berhubungan dengan pelaksanaan teknis dari
kebijakan tersebut

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah
yang telah kami lakukan selama ini dapat
dikatakan bukanlah suatu usaha-yang mudah
karena resources yang dimiliki sangat
terbatas. Namun demildan” ada beberapa
langkah yang telab’” kami lakukan
sehubungan dengan menghadapi
permasalahan’ “( tersebut.  Pertama
melakukan identifikasi resources dan
capabilities, yang dimiliki oleh kota sebagai
moddl~ untuk menyusun kebijakan publik
yang | prioritasnya pada  percepatan
pertumibuhan  ekonomi  (tiga program
tnggulan) termasuk didalamnya perbaikan
manajemen keuangan daerah. Kedua
penerapan reformasi keuangan administrasi
keuangan, yaitu dengan mempersiapkan
perangkat hukum  baik dari  segi
kelembagaan maupun dalam  bentuk
Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan
payung hukum atas seluruh pengelolaan
keuangan daerah. Dalam tahap ini yang
menjadi titik beratnya dan merupakan usaha
yang paling sulit adalah pada saat
melakukan perencanaan dan penganggaran
dengan mulai menerapkan manajemen
kinerja yang berbasis pada people centered

17
Oktober
2009

7 Oktober
2009
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Sumberdaya manusia aparutur merupakan
salah satu unsur terpenting dalam
pengelolaan keuangan daerah.
Ketidakmampuan daerah mengelola dan
memanfaatkan potensi sumber daya tidak
saja mengakibatkan kegagalan mencapai
tujuan-tujuan daerah, tetapi juga secara
paradoksal telah menumbuhkan penyakit
dalam birokrasi di daerah. Keberadaan SDM
aparatur tidak dirasakan manfaatnya, tetapi
justru memberatkan kehidupan masyarakat.
Persoalannya adalah bahwa SDM aparatur
yang merupakan subsistem dari birokrasi
secara keseluruhan sampai saat ini belum
dianggap sebagai aset penting dalam proses
pembangunan. SDM  aparatur masih
dipandang sebagai faktor prodaksi yang
statis dan tidak memiliki nilai\tambah.

3. | Drs. Sudjiton, M.M

Seperti yang kita ketabui; Kota Bau-Bau
memiliki jumlah keluarga prasejahtera dan
sejahtera 1 meéneapar” 7,14 % dari seluruh
keluarga yang, ada yang berjumlah sekitar
9.616 ,dengan  perhitungan rata-rata
penghasilan’ “hanya berkisar Rp 485.750
perbulan” " dan ini merupakan suatu
Ketertinggalan yang cukup parah yang
diwariskan ketika masih menjadi bagian dari
Kabupaten  Buton. @ Walaupun  kami
memulainya dari nol namun usaha kami
menunjukkan hasil yang relatif
menggembirakan yaitu dengan mulai
menurunnya jumlah penduduk miskin dalam
hal ini adalah keluarga prasejahtera sebesar
21,63 % dan adanya perubahan kenaikan
income perkapita sebesar 7,14 %

Pertumbuhan penduduk di Kota Bau-Bau
dapat dikatakan masuk pada tingkat
kepadatan penduduk yang masih rendah
dengan rata-rata tingkat ekonomi yang juga

17 Okt
2009

02
November
2009
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rendah, tentu saja hal ini mempengaruhi
besarnya pemasukan atau pendapatan yang
ditarik oleh pemerintah. Untuk itu kami
mengupayakan peningkatan ekonomi daerah
dengan usaha yang langsung menyentuh
kehidupan masyarakat melalui tiga (3)
program unggulan yang telah diterapkan
dalam kurun waktu tiga tahun lebih yang
meliputi Penataan Kualitas Sumber Daya
Manusia, Peningkatan sektor perdagangan
dan jasa dan Pembangunan Kelautan dan
Perikanan dengan enfry point budidaya
kelautan. Dikatakan langsung menyentuh
kehidupan rakyat karena pada umumnya
masyarakat Kota Bau-Bau sebagian besar
bermatapencaharian sebagai petani dan
nelayan didukung juga oleh sumber daya
alam yang dominan adalah ‘dari hasil
pertanian dan perkebunan‘serta perikanan
meskipun belum dikelola./secara optimal.
Yang lebih menggembirakan lagi, untuk
point kedua danv/ketiga meskipun baru
dilaksanakan setdahun tapi telah memberikan
dampak terutama pada kenaikan pendapatan
para petani dannelayan

. | M. Zakir, SE, M.Si

Rendahnya penerimaan dari segi PAD
disebabkan oleh belum tersedianya peraturan
daerah yang mengatur tentang sumber-
sumber penerimaan daerah, dan juga kita
dihadapkan oleh kendala masih kurangnya
pegawai yang ada berhubung Kota Bau-Bau
baru terbentuk sehingga mempengaruhi
sumber-sumber penerimaan PAD belum
dapat kita kelola secara optimal. Salah satu
contohnya adalah untuk penerimaan PAD
sektor pajak yang dapat dikelola hanya
sebagian kecil saja seperti pajak hotel,
Restoran, pajak reklame, dan lain-lain,
sementara untuk pos-pos lain belum
memberikan dana (penerimaan) bagi kota.
Demikian juga halnya dengan sektor
retribusi

04 Nop
2009
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Melihat potensi PAD dari sektor Pajak Kota
Bau-Bau cukup besar, namun satu tahun
terakhir mengalami penurunan yang cukup
signifikan terhadap realisasi penerimaan
daerah sebagai akibat dari perubahan | 12Nop
kelembagaan daerah dan kualitas SDA | 2009
aparatur yang masih sangat terbatas sehingga
memerlukan penanganan yang lebih serius
untuk meningkatkan efektifitas penerimaan
daerah khususnya dari sektor pajak.

Walaupun potensi PAD Kota Bau-Bau
cukup besar untuk dikelola namun dengan
keterbatasan sumber daya manusia sehingga
menyebabkan kota ini memiliki
ketertinggalan dibandingkari, dengan kota 14 No
lainnya. Namun hal tersebut, ‘bukan menjadi 2009p
kendala yang berarti{” karena kita masih
memiliki semangat” yang ‘ada sejak awal
pembentukan kota ini disamping juga
memiliki sumber.ddya manusia yang harus
dikelola secara ~maksimal agar mampu
menciptadkan dan mengelola sumber-sumber
penerimanaan bagi daerah secara optimal

Sangat dibutuhkan oleh instansi kami
sebagai unit teknis dalam mengelola
penerimaan daerah akan adanya perangkat
hukum yang kuat berupa peraturan daerah
yang mengatur tentang retribusi, disamping
kualitas SDM yang mendukung kegiatan
tersebut. Memang sejak terbentuknya Kota
sampai tahun 2009, Pemda Kota Bau-Bau | 08 Nop
telah berhasil menyusun 31 (tiga puluh satu) 2009

jenis Perda yang mengatur tentang retribusi.
Namun dari 31 jenis retribusi tersebut, baru
27 jenis yang dapat dikelola/ditarik oleh
Dinas kami. Kecenderungan yang kami lihat
selama ini adalah terletak pada sumber daya
manusianya (SDM), entah SDM aparatnya
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maupun SDM masyarakat sebagai subjek
pajak/retribusi. Jujur saja, saat ini kami
(BPPKAD) memiliki kuantitas dan kualitas
pegawai yang terbatas. Dari segi kualitas,
mereka umumnya berlatar belakang non
perpajakan dan kevangan serta memiliki
pengalaman terbatas dibidang tersebut.
Sementara itu kami juga menghadapi
kendala yang disebabkan oleh masih
rendahnya kesadaran masyarakat dalam
membayar pajak

Ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat
merupakan hal umum yang ada dihampir
semua daerah termasuk Kota Bau-Bau,
apalagi setelah terbentuk menjadi suatu kota
baru yang memang untuk langkah awalnya
memerlukan  bantuan . ‘terutama  dari
pemerintah pusat. Namun “selama ini
pemerintah daerah {elah “berusaha untuk
dapat lebih mandiri' dengan menciptakan dan
mengelola seoptithal” mungkin sumber-
sumber pen€rimaan asli daerah (PAD)
dengan  cara ~ intensifikasi = maupun
ckstensifikasi,“dan satu contoh nyata yang
dapat kita-amati adalah usaha Kota Bau-Bau
urituk| merangkul investor-investor baik
nasional maupun asing, misalnya adanya
investor Amerika yang menjalin kerja sama
dengan Usaha Mina (bidang perikanan) Kota
Bau-Bau maupun adanya usaha kerja sama
dengan Malaysia dan Filipina dalam hal
ekspor jagung sebagai komoditi unggulan
Kota Bau-Bau

Meskipun peningkatan PAD merupakan
salah satu prioritas utama, hendaknya usaha
tersebut jangan sampai malah membebani
masyarakat. Yang terlihat selama ini sejak
era otonomi daerah bergulir, munculnya
peraturan daerah yang mengatur tentang

08 Nop
2009
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pungutan-pungutan daerah baik itu pajak
maupun retribusi bagai jamur yang tumbuh
di musim hujan yang akhirnya rakyatlah
yang menerima akibatnya, dan kami
menyadari hal tersebut sehingga yang kami
hadapi sekarang adalah sangat dilematis,
disatu sisi ingin meningkatkan pendapatan
dan perekonomian daerah melalui pungutan
tersebut (pajak/retribusi), namun dilain sisi
kami juga harus berpikir bagaimana nanti
akibatnya bagi masyarakat

Pelaksanaan sistem anggaran berbasis
kinerja terkait dengan pelaksanaan good
governance dimana Kota Bau-Bau dapat
dikatakan cukup berani dibanding daerah
lain yaitu dengan merubah sistem yang ada
seperti meniadakan pimpinan proyek
(pimpro) pada dana- APBD, yang ada
hanyalah penanggungjawab yaitu kepala
Dinas sehingga kepala Dinas
bertanggungjawab , penuh dan langsung
kepada gubernur/ Dan jika dibandingkan
dengan ~pelaksanaan tahun-tahun lalu
seringkali terjadi antara pimpro dan kepala
Dinas -/ tidak sejalan, sehingga dapat
dikatakan diberlakukannya sistem ini dapat
pula”mengukur kinerja aparat disamping
prosedurnya mulai terpadu, meskipun
merubah sistem yang ada tidak seperti
membalikkan telapak tangan, akan tetapi
membutuhkan; pertama, mengajukan kepada
para aparat untuk menyamakan persepsi
kemudian mensosialisasikan dengan gencar
sechingga aparat tidak merasa kesulitan
dengan sistem ini, dan yang paling berat
adalah meyakinkan para legislatif dimana
merekalah yang akan  menentukan
anggarannya’.

Pencapaian penerimaan daerah baik dari

15 Nop
2009

27
Oktober
2009
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sumber pendapatan maupun pembiayaan
belum seluruhnya mencapai 100 % dari
target, walaupun dalam beberapa tahun
terakhir semakin memperlihatkan
peningkatan yang  signifikan  artinya
pencapaian realisasi penerimaan belum
seluruhnya memenuhi target yang telah
ditetapkan disebabkan beberapa faktor yang
membatasi, diantaranya SDM aparatur,
sarana dan prasarana kantor yang relatif
kurang memadai, belum terbangunnya
sistem atau manajemen yang mampu
mendukung penerapan kebijakan
pengelolaan keuangan daerah yang benar-
benar didasarkan pada kinerja unit kerja atau
lembaga di daerah yang mengalami
restrukturisasi.

29
Oktober
2009

. | ASRAHU,SE, M.Si

Ketergantungan terhadap Pemierintah Pusat
merupakan hal umum yang ada dihampir
semua daerah termasuk” Kota Bau-Bau,
apalagi setelah térbéntuk menjadi suatu kota
baru yang memang untuk langkah awalnya
memerlukan \ bantuan  terutama  dari
pemerintah, pusat. Namun selama ini
pemerintaly“daerah telah berusaha untuk
dapat lebih mandiri dengan menciptakan dan
mengelola seoptimal mungkin sumber-
sumber penerimaan asli daerah (PAD)
dengan cara  intensifikasi  maupun
ekstensifikasi, dan satu contoh nyata yang
dapat kita amati adalah usaha Kota Bau-Bau
untuk merangkul investor-investor baik
nasional maupun asing, misalnya adanya
investor Amerika yang menjalin kerja sama
dengan Usaha Mina (bidang perikanan) Kota
Bau-Bau maupun adanya usaha kerja sama
dengan Malaysia dan Filipina dalam hal
ckspor jagung sebagai komoditi unggulan
Kota Bau-Bau

08 Nop
2009
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6. | Drs. MZ. Amril Tamim, M.Si | Kami sudah melaksanakan sistem perizinan | 10 Nop
satu atap, hal ini sudah cukup baik dan| 2009
diterima oleh masyarakat. Hanya saja
pelayanan kami oleh sebagian orang
dianggap belum  maksimal  hingga
menyebabkan orang enggan mengurus izin,
hal ini dikarenakan oleh tidak adanya
pendelegasian kewenangan sehingga apabila
pejabat yang bertandatangan sedang tidak
ada  ditempat maka  menyebabkan
keterlambatan proses keluarnya suatu
perizinan.

7. | LA SAELL SE Dalam menyusun APBD banyak dari satuan | 06 Nop
kerja satuan kerja yang membuat target 2009
penerimaan lebih besar dari realisasi
penerimaan tahun sebelumnya, sedangkan
pembiayaan tetap dilaksanakan sebagaimana
yang direncanakan, hal im1‘menyebabkan
devisit APBD .

8. | SAIDIN, SE Hasil ferifikasi kami dilapangan pendapatan | 09 Nop
Daerah Kota /Bau-Bau sudah cukup bila 2009
disesuaikan (dengdn rencana/target namun
karena _banyaknya keterbatasan yang
dimiliki_oleh personil-personil kami, dalam
memibuat-data-data/laporan sering terlambat
dan kurang baik disajikan.

9.| LA MIMJ, SE Pada umumnya kesadaran masyarakat dalam | 09 Nop
hal membayar pajak dan retribusi masih 2009
sangat rendah, oleh karenanya perlu
dilakukan pendidikan bagi masyarakat untuk
meningkatkan pemahaman dan kesadaran
dalam hal membayar pajak dan retribusi.

Keterbatasan tenaga penagi dan rendahnya
sumber daya manusia serta sarana dan
prasarana kami dilapangan juga merupakan
suatu kendala namun walaupun dengan
segala keterbatasan yang saya sebutkan tadi,
kami tetap berusaha semaksimal mungkin.
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10.} Drs. Rahmat

Masih banyak sesungguhnya objek-objek
pendapatan daerah yang belum dikelolah
oleh Dinas-Dinas terkait misalnya obejek
wisata yang sering dikunjungi oleh banyak
orang tapi belum dipungut retribusinya,
perparkiran di tempat umum walaupun
sudah ada Perdanya tapi belum
dilaksanakan.

20 Nop
2009
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

HAMISU Lahir di Nganganaumala Kecamatan Wolio,
Kabupaten Buton pada Tanggal 21 Februari 1967 dari pasangan
suami istri La Mazi dan Hadia. Sebagai anak ke 4 dari 7
bersaudara. Pendidikan : Sekolah Dasar (SD) Tamat Tahun
1981, di Teomokole Kabupaten Buton, Sekolah Menengah
’ Pertama (SMP) Tamat Tahun 1984 di Kapuntori, Kabupaten
Buton, Sekolah Teknologi Menengah (STM) Tamat Tahun 1987, di Bau-Bau,
Perguruan Tinggi Strata Satu, Tamat Tahun 2002 Universitas Dayanu Ikhsanuddin di
Bau-Bau.
Pekerjaan : di angkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 1990 dengan pangkat Pengatir-Muda golongan
[I/a dan menduduki Jabatan Kepala Sub Bagian Perhubungan dan Fariwisata Baglan
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 sampai
sekarang,
Menikah pada tahun 1992 dengan seorang perempuan bérnama Ramlia Imu dan di
karuniai 4 orang anak, masing-masing, Amirul Mékmin 12 Tahun, Haidir Ali 10
Tahun, Maulana Gufron 7 Tahun, dan Aisyah Maliarant 1 Tahun.
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